PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat telah

Mengingat

dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya beberapa peraturan perundang-
undangan yang baru berdampak terhadap susunan, tugas dan fungsi
organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah
Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, dan ¢ maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);



12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008; Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT

dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
MEMUTUSKAN :

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor

Pasal 1

8), diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri dari :

1. Asisten Administrasi Pemerintahan, mengkoordinir dan membawahi:
a) Biro Pemerintahan;
b) Biro Kependudukan dan Catatan Sipil;
¢) Biro Hukum.
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, mengkoordinir dan
membawahi:
a) Biro Perekonomian dan Pembangunan; dan
b) Biro Kesejahteraan Sosial.
3. Asisten Administrasi dan Umum, mengkoordinir dan membawahi:
a) Biro Organisasi;
b) Biro Umum;
¢) Biro Humas dan Protokol.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 2 diubah, dan ditambah 1 (satu) badan sehingga berbunyi

sebagai berikut:

d. Lembaga Teknis Daerah Provinsi terdiri dari:
2.  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

3. Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambah 1 (satu) lambaga lain sehingga berbunyi sebagai
berikut:

e. Lembaga Lain terdiri dari:

3.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42

(1) Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berbentuk Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah,

dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bagian dari perangkat daerah.



